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No.324, 2012 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Penyelenggaraan.
Tugas Wewenang. Gubernur. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS

DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
DI WILAYAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk sinkronisasi subkegiatan dengan Pejabat
Pembuat Komitmen sebagai penanggungjawab kegiatan,
maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah
Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4407);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH
PROVINSI.

Pasal |

1. Ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
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2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi diubah, sehingga Pasal 17
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Biro yang membidangi administrasi pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertanggungjawab
terhadap sub kegiatan:

a. fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan
ketentraman dan ketertiban masyarakat;

b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah
provinsi; dan

c. fasilitasi kesekretariatan gubernur sebagai wakil pemerintah di
wilayah provinsi.

(2) Biro yang membidangi administrasi pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bertanggung jawab terhadap
sub kegiatan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintah di
wilayah provinsi;

(3) Biro yang membidangi keuangan atau Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c,
bertanggung jawab terhadap sub kegiatan koordinasi pengendalian
dan pelaporan administrasi keuangan dan aset pemerintah di
wilayah provinsi;

(4) Biro yang membidangi peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, bertanggung jawab
terhadap sub kegiatan fasilitasi peraturan perundang-undangan;
dan

(5) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, bertanggung jawab terhadap
sub kegiatan:

a. koordinasi perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan
urusan pemerintah di wilayah provinsi; dan

b. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan
pembangunan daerah.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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